LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2012 PEREKONOMIAN. Penanaman Modal. Rencana
Umum. Pelaksanaan. Kebijakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Rencana Umum Penananaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL

Pasal 1

(1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya
disebut RUPM.

(2) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka
panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
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(3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 2

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

a. Pendahuluan;

. Asas dan Tujuan;

b
c. Visi dan Misi;
d

. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:

7)

Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
Persebaran Penanaman Modal,
Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
Investment);

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK);

Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman
Modal; dan

Promosi Penanaman Modal

e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman
Modal, yang terdiri dari:

Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan
Cepat Menghasilkan;

Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Enerqi;
Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

f. Pelaksanaan

Pasal 3

RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan
penanaman modal.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan
potensi provinsi.
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Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi
kabupaten/kota.

Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur,
dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan
oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non
Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas,
kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan
peraturan perundang_undangan.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian
fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 6).

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah
Daerah terkait.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur,
dan Bupati/ Walikota terkait.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terkait sesuai
kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan
Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas dan
kewenangan masing-masing.

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESA
NOMOR 16 TAHUN 2012

TANGGAL 7 FEBRUARI 2012

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A, Pendahuluan

Dengan persaingsn global dalam perekonomian dunia saatl inj YAng
stmakin kelat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untik
menciptakan dava saing perckonomian nasional yang mendorong infegrasi
perekottomian Indonesta menuju ekonomi global, Dalam upava memajukan
daye sang perckomomian nasional secara berkelanjutan, Pernerintah
berkomitmen untuk terus meningkatkan klim penanaman modal yang
kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonnms ya_ug
bisa mengubah keurggulan komparatif menjadi keunggulan kompetiti{,

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah PCIENCAAAn penanaman
miial vang jelas dalam jangka panjang vang termuat dalam schuah
dokumen Rencana Umum Penanaman Modal, Hal fersebut sesuai pula
dengan kelentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, vang menvatakan hahwa Pemerintah menetapkan
<ehijakan dasar penanaman madal,

Rencana  Umum Penanaman  Modal [RUPM)  merupakan  dokumen
percncanaan yang herstlat jangka panjang sampai dengan tahun 2025,
RUPM  berfungsi untuk mensinergikan dan  mengoperasionalisasikan
scluruh kepentingan sckloral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam penetapan prioritas sektor-sektor vang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan
penanamarn modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat,
baik di pusal maupun di dacrah. Oleh karena itu, visi yang sama dari
selurih pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan
sualu keharusan, khususnva terkait dengan pembagian kewenangan,
pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.
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Bercermin dan kondisi saal ini, kecenderungan pemusatan kegiatan
penanaman modal di beberapa lokasi, khususnya di Pulau Jawa, menjadi
rantangan dalam mendorong upava peningkatan penanaman modal. Tan pa
dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran peEnanaman
maodal tidak akan optimal. Guna menderong perscharan penanarman modal,
perlu dilakukan  pengembangan  pusat-pusat  ckonomi, klaster-klaster
industri,  pengembangan  scklor-sektor  strategis, dan penmbangunan
infrastruktur di scluruh wilavah Indonesia.

lsu besar lainnyva yang menjadi lantangan di masa depan adalah masalah
pangan, inlrastuktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM menctapkan
bidang pangan, infrastruktur dan cnergl sebapai isu stratopis vang harus
diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman
modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman medal pada ketiga
tdang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, mandirl, serta mendukung kedaulatan Indonesia, NG
dalam pelaksanaannya, harus dirunjang oleh pembangunan pada sektor
baik prirner, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM  juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pcngembangan
penanaman modal harus menuju pregram pengembangan ekanomi hijau
(Green ecanomy}, dalarn hal ini target pertumbuhan ckonomi harus sejalan
dengan isu dan tujusn-tiujuan pembangunan lingkungan hidup, vang
meliputi  perubahan iklim, pengendalian  kerusakan keanckaragaman
havati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan
lerbarukan,

Selain s, sesual amanat Undang-Undsng Nomor 25 Tahur 2007, salah
satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarabkan pada
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKME), Arah
kebyjakan pemberdayaan UMKMEK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yvailu
strategi naik kelas dan strateei aliansi sirategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentifl scria
promost  dpa merupakan aspek  penting dalam membangun iklim
penanaman  maodal  vang  bersaing, Pemberian  fasililas, kemudahan,
dar/aau insentif tersebut bertujuan sclain mendorong dava saing, juga
mempromosikat kegialan pendanaman modal  yvang  oswrategis dan
berkualitas,  dengsn penckanan pada peningkatan  nilal  tambah,
peningkatan  aktivitas penanaman modal d1 sektor prioritas  tertentu
ataupun  pengembangan wilayah, Sedangkan penyebarluasan informasi
polens] dan peluang penanaman modal secara terfokus, lerinlegrasi, dan
berkelanputan menjadi hal penting dalam promoosi.
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Lniuk mengimplementastkan seinruh arah kebijakan penanaman madal
tersebut di alas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan {readmap)
implementasi vang dapat menjudi arahan  dalam  menala  prioritas
implementasi kebijakan penanaman modal sesual dengan poltensi dan
kondist kemajuan ekonomi Indonesia. Peta Panduan  tersebut perlu
ditindaklanjut oleh Kementerian/Lembaga Pernerintalhh Non Kementerian
dan Pemerintah Dacrah secara kemsisten dengan kemitmen vang tinggi,

CAsas dan Tunuan
1)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Pemerintah berkomitmen uniuk mengembangkan arah kebijakan
penanaman  modal  di Indonesia berdasar  asas  kepastian hualoun,
keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan vang sama dan tidak membedakan
asal  negara,  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,
beriwawasan ingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ckonomi nasional, Asas tersebut menjadi prinsip dan nilei nilai
dasar dalam mewwjudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

Menciplakan lapangan kerja;

Lk

Meningkatkan pembangunan ckonomi berkelanjutan;

+

Meningkatkan kemampuan dayva saing dunia usaha nasional;

Mecningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

Ul

fr. Mendorong pengembangan ekonomi keralovatan;

-5

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ckonomi rill dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari
Iuar neger:; dan

5. Mermngkaikan kesejahieraan masvarakat,

. Vsl don Miss

Visi penanaiman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah *Penanaman
Modal vang Berkelanjulan dalam rangka lerwojudnya Indonesia vang
Mandin, Maju, dan Scjahuera.”

Untuk menecapat visi terscbhut ditetapkan 3 (tga) mist, yaito sebagat berikul:
1. Membangun ildim penanaman modal vang herdaya saing;

2. Mendorang diversifikasi dan peningkatan kegiatan ckonomi vang bornila
tambah: dan

3. Mendorong pemerataan kegpiatan perckonomian nasional.
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Berdasarkan visi dan misi, dirnmuskan arah kebijakan penanaman maorlal,
yang meliputi 7 {Lujuh} elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan [klim Penanaman Modal;

2. Perseharan Penanaman Modal;

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Encrei;

4. Penanaman Modal vang Berwawasan Lingkungan [Green Investment);
C,

Pemberdavaan Usaha Mileo, Keeil, Menengah, dan Koperast [UMEME);
fr. Pemberian Fasililas, Kemudahan, dan Insentif Peranaman Modal; dan

. Promosi Penanaman Modat,

-]

N Arah Kebijakan Penanaman Modal
1. Perbaikan Tkiim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah se bagal
breribout: )

a) Penguatan Kelembapaan Penanaman Modal Pusat dan Dacrah

Untuk mencapal penguatan kelembagaan penanamean modzl, maka
kelembagann  penanaman modal pusat dan dacrah, khususnva
lernbaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/ sckror
lerkait, pemenmtah provinst dan pemerintah kabupaten,/kota, perlu
memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerinlahan
di bidang  penanaman modal, pelunpahan  dan pendelegasian
kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi vang
efekul dianlara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelernbugaan
penenaman  modal  de pusat  dan dacrah sekurang-kuranpnya
dilabkukun dengan:

1} Pembangunan sistem Pelavenan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
hilarng penanaman  modal yane lebih ofeltit dan alomedads
lerhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem
perizinan sehelumya,

2y Penvelenggaraan  PTSP di bidaoyg penanaman maodal  olch
lembaga/instansi vang berwenang Jdi bidang penanaman modal
denpgan mendapal pendelegasian atau pelimpahan wewenane dard
lembaga/instansi yang memiliki kewcnangan perizinan dar non-
perizinan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

3) Peningkatan  keordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan
daerah dalam rangka pelavanan penanaman modal kepada para
penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan
kenvamanan borusaha, dan denpan demikian mendukung iklim
penanaman modal yang kondusif.
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4} Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah
untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serla
Leroricntasi pada pemecahan masalah  (problem-saolving) dan
tasilitusi baik kepada para penanam modal vang akan maupun
vang sudah menjalankan usahanya di Indonesia,

bl Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengun Persyaratan

Pengaturun bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan distur dengan cara:

1] Pengaturan bidang usahba vang tertutup untul penanaman modal
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasional lairnyve.

2] Pengaturan  bidang wusaha yang terbuka dongan  persyaralan
ditetapkan  dengan  krileria  kepentingan  nasional, WELLELL
poerlindungan sumber dayva alarn, perlindungan den
pengembangan  usaha mikro, kecil, menengah dan  koperasi,
pengawasan  produksi dan  distribusi, peningkatan kapasitas
teknologi,  peningkatan  partisipasi modal dalam negeri, serta
kertasama dengan badan usaha vang ditunjuk oleh Pemerintah.

3) Pengaturan  bidang bidang usaha vang tertutup dan  terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaky sccara
nasional, bersifat scderhana dan terbatas untuk bidang 1saha
vang terkait dengan kepentingan nastonal.

4} Budang-hidang  usaha yang lertutup dan terbuka dengan
persvaratan  harus  jelas  dapal  diidentifikasi  dan  udak
tnenimbullean multi talsir,

o] Pengaturan  hidanp-bidang usaha yang tertutup dan  terbuka
dengan persyaratan moempertimbangkan kebebasan arus barang,
jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilavah Indaonesia,

6] Pengaturan  bidang-bidang usaha yang tertutup dan  terbuka
dengan persyaratan tidak bertentangan dengan keowsjiban atan
komitmen Indonecsia dalam perjanfian internasional yang telah
diratifikas.

] Persaingan Usals

Mengingal persaingan usaha merupakan fakior penting dari iklim

penanaman modal untuk mendorong kemajuan ckonomi, maka:

1) Perlu menetapkan penpaturan persaingan usaha yang sehart
(Level! Playing Feld), sehingga menjamin  adanya  kepastian
kesempatan berusaha vang sama  di masing-masing  level
pelaki usaha, Dengan demikian, dunia usaha dapat Lumbuh dan
berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan
kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
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¢

2] Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap
kegiatan-kegiatan  yvang  borsifat anti-persaingan,  seperti
penetapan syarat perdagungan vang merugikan, pembagian
wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang vang
mematilian pesaing,

J] Lembaga penpawas persaingan usaha yang telah  dibentuk
Pemerintah  perlu  terus mengikuti perkembangan ierakhir
prakiek-prakick persaingan usaha, termasuk kompleksitas
prakiek dan aluran persaingan usaha di negara lain.

Hubungan [ndustrial

Fubungan  industrial  yang  sehat dalam  penanaman  modal
dimaksudkan  untuk  mendukung pengembangan sumber dava
manusia di Indoncsia, oleh karena itu diperlukan:

1] Penetapan  kebijakan  yang mendorong  perusshaan  untuk
rmemocerikan program pelatihan dan peningkatan kelerampilan dan
keahlian bagi para pekeria,

4) Anuran hukum  vang mendorong  lerlaksananys perundingan
kolektil vang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha,
ving dilandasi prinsip itikad baik (eode of good fuith).

S1slem Perpajakan dan Kepabeanan

Avah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah
pembuatan sislem administrasi perpajakan dan kepabeanan vang
sederhana, efcktf, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi vang
Lepal mengenal jenis dan lals cara pemungutan pajak dan bea masuk
vang akan diberikan schaga insentif bagl penanaman modal, Pilihan
atas msentif perpajakan dan kepabeanan bagl kepiatan penanaman
modal perlu memperhatikan aspck strategis sektoral, dacrah, jangks
waktu, dan juga pniorilas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman bodal

Arah kebijakan untuk menderong persebaran penanaman modal adalah
sehagat berikul:

a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa

melalii pengembangan scktor-seletor stralegis sesuar dayva dukung
lingkunpan dan potensi unggulan daecrah vang dimiliki.
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bl Pemberian [asilitas, kemudahan, dan/atau  insentil PEN&NAMAn
modal yang mendorong pertumbuhban penanaman modal i luar
Pulawn Jawa,

¢) Pengembangan pusat-pusat perlumbuhan  stralegis, antara lain
dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan
pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.

d) Pengembangan sumber encrgi yang bersumber dari encrgi baru dan
lerbarukan yang masih melimpah di luar Pulau Jawa sehingga dapat
mendorong pemerataan penanaman modal di Indonesia,

¢} Percepatan pembangunan infrastrukiur di luar Pulau Jawa denean
mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non
KP3 yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal uniuk
sektor tertentu vang stralopis.

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing
komoditi ditakukan unluk mewujudkan: (i) swasembada beras
berkelanjutan; (i) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing
kuat; (iti] mengurangl ketergantungan impor dan swasembada
kedelai, (iv} swusembada gula berkelanjutan; (v} mengembangkan
industri Llurunan kelapa  sawit melalui kluster industd  dan
peningkalan  produktivitas  perkebunannya; dan  (vi] mengubah
produk prnimer menjadi produk olahan untuk ckspor.

Arabh kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan
adaiah sebagal benlkout:

I} Pengembangan tanarman pangan berskala besar (food estate)
diarahkan pada daerah-daerah di luar Jawa vang lahannya masih
cukup luas, dengan letap memperhatikan perlindungar. bagi
pelan kecil

2} Pemberian fasilitas, kemudohan don/atau insentif penanaman
modal vang promotil untuk ekstensifikast dan intensifikasi lahan
usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya
dan pasca panen yvang lavak, dan ketersediaan infrastrukiur.

3) Pemberian pembiayauan, pemberian kejelasan status lahar, dan
mendorong pengembanpgan klaster industri agribisnis di daerah-
daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan,

4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra
positil produk pangan Indoncsia,

5) Penpembanegan scklor strategms pendukung ketahanan pangan
nasicnal, antara lain selktor pupuk dan benih.
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b) Infrastrukiur

c)

Atah  Kebijakan  pengembangan penanaman modal i bidang
infrastruktur adalah schagai berikut:

Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur vang saal ini
sudah tersedia.

2) Pengembangan infrastrukiur baru dan  perluasan layvanan
infrastrukiur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di
mmasing-masing wilayah.

3) Pengintegrasian  pembangunan  infrastruktur nasional  sesuai
dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan
infrastruktur.

4] Percepulan pembangunan infrastruktur lerutama pada wilayah
sedang herkembang dan belum berkembang.

5) Percepatan pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur  melalui
mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-3wasta (KPS) atau non
KPs.

O] Pengembangan  scklor  strategis  pendukung pembangunan
infrastrukiur, antara luin pengembangan  industri baja dan
industri semen,

Ernerpl

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang enerpi
addalah sebagai berikut

1

Opnitnalisasi potensi cdan sumber energi baru dan terbarukan
sertda mendorong penanaman modal infrastruktur encrgi untuk
mernenuhl kebutuhan Listrik di dalam negeri,

Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan
untuk  mendukung efisiens:, konservasi, dan pelestarian
lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.

Pengurangan energl tosil untuk alat transportasi, listrik, dan
industrl dengan  substiusi menggunakan  energi baru  dan
rerbarukan (renswable energy).

Pemberian [asilitas, kemudahan, dan/atau inscntl! penanaman
modal  serta  dukungan aksces pembiavaan domestik  dun
infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan
terharmikan.

Pengembangan scktor strategis pendukung sckior energl, antara
lain industri alat transportasi, industri mesin dan industd pipa.
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4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Invesiment)

Arah kebijpkan Penanaman Modal vang Berwawasan Lingkungan [Green
Inpestmeant) adalah schagal berilout:

a. Perlunva bersinergl dengan kebijjakan dan propram pembangunan
hngkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas
rumah kaca pada selitor kehutanan, transportast, industri, Energi,
dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman
hayvati,

b, Penpembangan sektor-sektor prioritas dan leknologi vang ramah
lingkungan, serta pemanfaalan potensi sumber energi baru dan
terbarukan,

¢, Pengembangan ekonomi hijau {green economy).

d. Pemberian {asilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman
modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upava-
upava  pelestarian lingkungan  hidup  termasuk  pencegahan
pencemaratl,  pengurangan  pencemaran  lingkungan,  scrila
mendorong, perdagangan karbon {carbon frade),

¢. Pemngkatan penggunaan teknologl dan proses produksi yang ramah
lingkungan sccara lebih terintegrasi, dari aspek huly hingega aspek
hilir.
Pengernbanigan wilayah  vang  memperhatikan  lata ruane  dan
kemampuan ataul daya dukung lingkungan.

2o Pemmberday wean Usaha Mikro, Kecil, Menengab, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMEKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua)
strategi besar, vaiha:

a. strateg naik kelas, vaitu strategi unmuk mendorong usaha vang
berada nada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala vang
lehih  besar, usaha mikro  berkembang menjadi usaha  kecil,
kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi
usaha herskala hesar.

lr. Strategl aliansi straleps, vaitu slratepn kemitraan berupa hubungan

[kerjasama] antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan
kescltaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan {memberikan
manfaal] schingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku
usaha dalam berbagan shala usaha.
Allans dibangun apar wirausabawan yang metmbla skala usaha
lebih  xecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama
produks] pada skala vang lebth besar. Aliansi tersebut dibangun
berdasarkan pertimbangan  hisnis  dan kergasama vang  saling
menguntungkan.
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Pola alansi semacam inilah vang akan menciptakan keterkaitan
usaha ({ikage] antara usaba mikro, kecil, menengah, koperasi, dan
usaha besar,

fr. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentil Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, danfarau insentif penanaman maodal merupakan
suatu keuntungan ckonomi yang diberikan kepada scbuah perusahaan
atou kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan
tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan
vang ditetapkan pemcrintah.

a)] Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian [asilitas,
kernudahan, dan/atau insentifl penanaman modal, diperlukan pola
urnum - pemberian fasililas,  kemudahan, danfatau  insentit
penanaman modal sebagai berikut:

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau
Insentif Penanaman Modal

s
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Pemberian [asilitas. kemudahan, danjalau insentif penanaman
modal didasarkan pada  pertimbangan  cksternal dan  internal,
Pertimbangan cksternal meliputi: strategi negara pesaing (bagaimana
negara luin dapat meclakukannya), intensitas persaingan merchut
penanaman  modal  darn luar negeri (Foreign Direct  Mmeesiment),
prakiek rerbailk secara internasional (international best practices),
serta Komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal vang
perlu diperhatikan diantaranya: stralegi/ kebijjakan pembangunan
ckonomi dan scktoral; kepentingan pengembangan wilayah; Lujuan
pemberian  fasilitas, kemudahan, danjfalau  insentif penanaman
madal; penparuh/keterkaitan  sektor yang bersanglutan dengan
sektor lain, besarannya sccara ekonomi, penyerapan enaga kerja,
sinkronisasi  dengan kebijakan  vang  lerkait;  serila tujuan
pembangunan vang  berkelanjulan. Adapun  prinsip-prinsip dasar
penelapan kebijjakan pemberian lasilitas, kemudahan, dar/atau
msentil penanaman modal adalah efisicnsi administrasi, efeltif,
sederhana, lransparan, keadilan, perhilungan dampak ekonomi
{analisis keuntungan dan kerugian|, serta adanva jangka waktu,

FPenelapan  pemberian  fasilitas, kemudahan, dan/atan  insentif
penanaman medal diberikan  berdasarkan kriteria  pertimbangan
bidang usaha antara lain, kepiatan  penanaman  modal y;;mg
melakukan industri pilonir; kegiatan penanaman modal wvang
termasuk skala prioritas linggi; kegiatan penanaman modal yang
menycerap banyak tenaga kerin; kegiatan penanaman meoedal yvang
rnelakukan pembangunan mlrastrulctur, kegiatan penanaman modal
vang melakukan alih tcknologi; kegiatan penanaman modal yvang
berada di daerah terpencil, di daerah tertingeal, di  daerah
perbatasan, atau di dacrah lain yang dianggap perlu; kegiatan
penanaman medal  yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
kepiatan penanaman modal yang melaksanakan keplalan penelitian,
pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal  yang
bermitra dengan UMEKMEK; serta kegiatan penanaman modal }-'Elrlg
menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain  itu, dalam penetapan pemberian  fasilitas, kemudahan,
dan/atau  insentif penanaman meodal juga mempertimbangkan
kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal
vang berlokasi di wilavah maju, di wilayah berkembang, dan di
wilavah tertinggal. Pertimbangan ini  diperlukan untuk lebih
menderong para penanam meodal melakukan kegiatan usahanya di
wilayah scdang berkembang dan wilavah tertingpgal schinges torcipta
persebaran dan pemeratasn penanaman modal di seluruh Indonesia.
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau  insentif  penaraman
modal kepada penanam modal di wilavah tertingeal dan wilavah
berkembang  harus  lebih besar dibanding wilayvah maja,. Untak
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pengklasifikasian wilavah  dapat  didasarkan  pada  pembuatan
kelompok  (kategori) berdasarkan indeks komposit vang dihitung
menggunakan Produk Domestik Regional Brute {PDRB) per kapita
yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur atalipnin
Jarmnlah penduduk miskin,

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar
pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentil , kriteria kepialan
penanamatt modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan
pemberian {asilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentil
penanamarnn modal  ditclapkan berdasarkan  pertimbangan
pengembangan  sektoral,  wilavah, atau  kombinasi  anrara
pengembangan sektoral dan wilayah,

Yang dinaksud dengan keglalan penanaman modal yang melakukan
industri pionir adalah penanaman modal yvang:

= momiliki keterkattan yvang luas;

+ memberikan nilal tambah dan cksternalitas positil vang tinggi;

« memperkenalkan teknologi bary; serta

o mems:liki nilai strategis bagl perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tingg

adalah penanaman modal vang:

» mampll mendorong diversifikas: kegmatan ekonoma;

« memperkuat strukiur industri nasional;

« memiliki prospek tinggl untuk bersaing di pasar internasiaonal, dan

« memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal
strategls di bidang pangan, infrastrulktur, dan cnergl.

Kegiatan penanaman modal yang lermasuk skala prioritas tinggi
diletapkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka
kepentingan nasional dan perkembangan ckonomi.

Bontuk/Jdenis Fusilitas, EKemudahan, dan/ataa Insentifl Penanaman
Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Dacrah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah

dapat berupa:

1] pagak penphasitan melalul pengurangan penghasilan neto sampai
tingkat  tertentu lterhadap  jumlah penanaman modal vang
dilakuilkan dalam waliti tertenti;
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4] pembebasan alau keringanan bea masuk alas impor barang
modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi Vang
belum dapat diprodukst di dalam negert;

3] pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan
penctong untuk Keperluan produksi untuk jangka wakrtu tertentu
dan persyaratan tertentu;

4] pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai aras
impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama
Jangka waktu tertentu;

5] penvusutan ataw amortisasi yang dipercepat; dan

&) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnva untuk mdang
usahzt tertentu, pada wilayah atau daerah alau kawasan Lertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasililas dari
Pemermtah dan Pemerintah Dacrah kepada penanam modal untulk
mempermudah setiap kegiatan ponanaman modal dalam rangka
mendorong peningkatan penanaman modal,  Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

I} berbagai kemudahan  pelayanan melalui PTSP di  Dbidang
penanaman madal;

4) pengadaan infrastrukour  melalui dukungan  dan jaminan
Pemerintah;

3} kemmudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan
penanaman modal uniuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas
pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,

) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
3} penvediaan sarana dan prasarana;
H)  penyediaan lahan atau lekasi; dan

7} pemberian bantuan teknis,

Insenlif PETLATTAMIAT modal adalah dukungan dan
Pemerintah/Pemerintalh Dacrah  kepada penanam modal  dalam
rangka mendorong peninglatan penanaman modal, vang antara lain
dapar berupa:

1} pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dacrah;

2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dacrah;

3} pembenan dana stimulan; dan/atau

4] pemberian bantuan meodal,
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cb Kritcria Penanaman Modal vang diberikan Fasilitas, Kemudahan
dan/atau Insentif Penanaman Modal

Scsuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan
pelayanan  danfalau  perizinan  kepada  penanam  modal  vang
melakukan penanaman modal.  Fasilitas penanaman  modal
sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

1) meclakukan perluasan usaha; atau
2} melakukan penanaman modal bara.

Lebih kjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman
modal adalah  yang sekurang-kurangnyva memenuhi salah  satu
kriteria berikut:

1} melakukan industr pionir;

2} termasuk skala prioritas tinggi,

31 menyerap banvak tenaga kerja;

4] termasuk pembangunan infrastrulogr;

5] melakukan alih teknologi;

fr)  Dberada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan,
alau daerah lain vang dianggap perlu;

7} menjaga kelestarian lingkungan hidup;

8} melaksanakan kegiatan penclitian, pengembangan, dan inovasi;

9} bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
arau

1] industri yang mengeunakan barang modal atau mesin atan
peralatan yang diproduksi di dalam negen.

Untuk kegiatan penanaman maodal yvang melakukan industri pianir
menduduki  peringkat pemberian  insentil  ertinggl karena  sifat
pengombangannya memiliki keterkaitan vang luas, strategis untuk
perekonamian nasional, dan menggunakan teknologl baru.

Sesusl ketenluan Pasal 18 ayat (3) Undaneg-Undang Nomor 25 Tahun
2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
datlam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada
peraname:rn modsal baru yang merupakan indusin pionir.
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di Mekanisime Pemberian  Fasilitas, Kemudahan dan/atan  Tnsentl
Penanaman Modda)

Pemberan fasilitas, kemudshan, dan insentif penanaman  maodal
diberikan olch  Menteri/Kepala  Lembapa  Pemerintahan  Non
kementetian, Gubernur, dan Bupali/Walikota terhadap bidang-
bidang wusaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di
dacran/ kawasan/wilayah tertenny,

OQleh karena bidang-bidang usaha tersebul sifatnva dinamis, maka
uniuk mengikuti perkembangan vang ada perlu dilakukan evaliasi
sccara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/fatau
insentif penanarman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian f
Lembags Pemennlahan Non Kementerian dan Pemerintah Dacrah
yeny lerkait,

Hasil evaluasi vang dihasilkan dapal herupa rekomendasi fusulan

yang ! ¢ /
penambahan  danfatau pengurangan  bidang-bidang  usaha Vang
dapal memperoleh [asilitas, kemudahan, dan/atau inscntif,

Kepala  BKPM - menyampaikan  hasil cvaluasi kepada  Menterd
Koordinator  Bidang  Perckonomian  untuk  dibahas dengan
Mentenif lepala Tembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur,
dan Bupal/Walikota  twrkait. Hasil pembahasan selan‘utnya
ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahar Noo
Kementerian,  Gubernur, dan Bupati/Walikota  terkait  sesuai
kesepakalan dalam pembahasan.

7. Promos: Ponanaman Maodal
Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikul:

a) Penguaran image building sebagai negara {ujuan penanaman modal
;.-'an}-; menarik dengan mengimplementasikan kebijakan  pro
penanaman modal dan menvusun rencana tindak image building
lokasi penanaman maodal,

9| Pengembarngan  siralepl  promosi yang  lebih  folas  {twrgetted
pramotior), terarah dan inovatif,

] Pelaksunsan  kegiatan promosi dalam rangka pencapaian  target
penanaman modal yang telah ditetapkan.

d] Peningkatan peran koordinasi promoesi penanaman modal dengan
selurah kementerian/ lembapga terkat di pusat dan daerah.

€] Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi sccuara pro aktif
untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi
penanaman modal,
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E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umam Penanaman Modal distsun
dalam 4 {empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan muiai dard
fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu
dengan lainnya, vailu sebagai berikut:

FFase T

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dar cepat
menghasilkan (Quick wins and low hanging fruits)

Implernentast Fase T dimaksudkan untuk mencapai prioritas
penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai
dengan 2 {dua) tahun kedepan. Padu [ase ini kegiatan-kegiatan
vang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi
penanam modal vang  siap menanamkan  modalnova,  baik
penanaman  modal  vang melakukan perluasan usaha atau
molakukan penanaman modal baru, penanamean modal yang
menghasilkan bahan baku/barang sctengah jadi bag industri
lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas
produksi atau memenohi kebhutubhan di dalam  negeri dan
substitusl  tmpor,  scTta penanaman modal PUILLNAang
infrastrukiur.

Untuk mendukung implementasi Fasc | dan mendukung fase-
lase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman maodal
adalah sebagai berikut:

L. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi
penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis
agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.

2, Menata dan menginlensiflkan strategl promosi ponanaman
maodal ke negara-nepgara potensial.

3. Memperbaiki citra [ndonesia schagal negara tujuan investasi
ko negara-negara potensial.

4. Mengidentifikasi proyek-provek penanaman moedal di daerah
vang siap ditawarkan dan dipromosikan sesual denpan daya
cdukung  lingkungan  hidup dan  karakteristik  «daerah
dimaksud.

Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Dacerah vang pro
bisnis dalam rangka peningkatan nilat tambah, daya saing
penanaman  modal  vanp bernilal tambah tinggi dan
pemerataan pembangunar.

o1

. Melakukan berbagat terobosan kebijakan terkait dengan
penanaman modal vang mendesak untuk diperbaik: atau
disclesaikan,
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Percepatan Pembanpgunan Infrastrukiur dan Encral.

Implementasi Fasc I dimaksudkan untuk mencapai prioritas
penanaman modal jangka menengah, sampal dengan 5 {lima)
tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan vang dilakukan adalah
penanaman modal vang mendorong percepatan  infrastruktur
fisiz, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energl berwawasan
lingkungan. Pada fase i juga dipersiapkan kebijakan dan
fasilitasi  penanaman  modal  dalam  rangka  mendorong
pengembangan industrialisasi skalua besar.

Untuk mendukung implementasi Fasc II dan mendukung fase-
fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman maodal
adalah sebagai berikut.

. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman rmodal
perlu difokuskan pada percepatan  pembangunan
infrastruktur  dan  encrgi melalui skema  Kerjasama
Pemerintah-Swasta (KP3}, diantaranya pembangunan julan
tol, transporlasi, pelabuhan, pembangkit tenags listrik,
pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri,
scrta peningkatan  kualitas sumber daya manusia yang
dibuwluhkan.  Pengembangan  infrastrukiur  juga  perlu
memasukkan bidang infrastruktur lunak (seft infrastructure),
lerutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

[

Melakulkan peEnyemnpuITIaa f revisi aas peraturan
perundang-undangan yang berkaitan denpan penanaman
modal dalam rangka pereepatan pembangunan infrastruktuar
dan energi.

3. Pemberian fasilitas, leemudahan, danfatan  insentf
penanaman  moedal untuk  kegianlan-kegiatan  penanaman
modal  yang mendukung pengimplementasian kehijakan
enerpgl nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait,

4. Penviapan kebijakan pendukung termasuk peraluran
perundang-undangan dalam rangka pengembanpan energi di
masa datang,

: Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase 1 dimaksudkan untuk mencapai dimensi
penanaman modal jangka panjang [(10-13 tahun). Hal terscbuat
mengingat pelaksanaannya baru  bisa  diwujudkan  apabila
seiurulh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki,
sepertl wrsedianya mlrastruktur yang mencukupd, terbangunnva
sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi
kebijakan penanaman modal pusal-dasrah, dan terdapatnva
sistem pemberian fasilitas, kemudahan, danfatau
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insentit penanaman modal yang berdava saing. Pada fase ini,
kegialan penanaman modal diarahkan untuk pengernbangan
indusinalisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri,
diantaranya  industrt  petrokimia dan  turunannya yang
terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis
dan tirunasnnya, industri alat  transporlasi, dan  irdustri
pertabianan nasional.

Untuk mendukung implementasi Fase lII dan mendukung fase-
fasc lainnya, langkah-langkah Kkebijakan penanaman modal
adalah sebagal berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk
penyediaan infrastruktur keras dan lunak vang mencukupi
termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentil
penanaman modal di pusat dan daerah.

4. Pemelaan potensi sumber dava dan value chain distribusi
untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri
dan pengembangan ekonomi.

3. Koordinasi penyusunan Program dan SASATED
kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal
i pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala
besar.

4. Pengemmbangan sumber dayva manusia vang handal dan
memiliki kelerampilan (talent worker.

‘Pengembangan  ekonomi  berbasis  pengetahuan  (Knowledge-

hrsed economy)

[mplementasi Fase [V dimaksudkan untuk  mencapai
kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima
belas) tahur, pada saat perekonomian Indonesia sudah terpolong
ke perekonomian maju. Pada [ase ini, fokus penanganan adalah
pengembangan  kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan
Lekerologt linggl ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah
kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan
penanaman modal yang movall, mendorong pengembangan
penelitian dan pengembangan (research and development),
menghasilkan produk berteknologl Lnpgl, dan efisiensi dalam
penggunaan chergl.

2. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan.

3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan
ekonemi berbasis teknologl Unggl (lechnopark].
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F. Prlaksanaan

Terhadap arab dan kebijakan pepanaman modal vanp lelah duraikan
diatas, RUPM memerlukan suam langkal: linpkab konkrit pelaksanaan
gehapai berikual.

|, kementenan/Lembaga Pemnerintah Non Kemenlerian  metivusun
keigakan vang lerkait dengan keglatan penanamman modal dengan
eemgacu kepada RUPM.

Ao Pemaerintah Proving] menvusun Rencana Utnum Penanaman Madat
Provinst [RUPMP] vang  mengacu  pada RUPM dan prcrilas
peagernbnngan  potenst Provinsl, Pemerintah Kabupaten/Kota
menvusiiy Rencana Umam Penanaman Modal  Kabupaten/ Kota
(RLPME} vang menpacu RUPK, RUPMP, dan pricritas pengemibamngan
potenst Kabupaten/FKola, RUPMP diselapkan oleh Guberrur dan
RUPME ditclapkan olch Bupati/Walikols.

40 Pemerintah Provins dan Pemenndah Kabupalen/Kotia  dalam
pervesinat RUPMP dan RUPME, dapat berkonsultas) kepada Radan
Koordinast Penenarnan Mocal.

4. Badan  Keordinasi  Peranaman  Modal,  dengan mciibatkan
Kementeriand Lembaga Pemnenolale Non Kemenlerizin dan Pancenilah
Daerab  terkalt, melakukan eovaluas: hidang bidang usaha vang
memperclel fasilitas, kemudahan, dan/atau insentf pehanaman medal
yang  dibenikan Pemerintih danfataw insentif serta  kemudahan
neranatnan modal vang dibertkam Pemenniah Daerah secary berkaly,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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